
1. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 196q Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor . . . . 0 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KENDAL, 

a. bahwa· dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan 
birokrasi yang optimal di lingkungan Pernerintah Daerah 
Kabupaten Kendal sehingga dapat mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang efektif clan efisien guna merringkatkan kinerja 
pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentarig 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nornor 63· Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian 
dan Pangan Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi 
sekarang, sehingga perlu dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu .menetapkan Peraturan Bupati tentang 
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 
dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 
Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan .Jabatan 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur 
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Ka bu paten Kendal (Lem baran daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nornor 219); 
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Pasal 1 
Dalam Pera.rur an B'upati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal. 
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Pertaian dan Pangan Kabupaten Kendal. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Kendal. 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat 
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu 
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga clalam 
jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan keahliannya. 

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk 
membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/ 
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan clan evalua si, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas dari aspek 
kepangkatan dan mempunyai kompetensi untuk ditunjuk oleh 
Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan tugas membantu 
Sekretaris / Kepala Bidang/ Kepala Bagian / Koordinator pad a unit 
kerjanya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan lingkup tugas dan fungsinya. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA 
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL. 

KEDUDUKAN, SUS UN AN PERATURAN BUPATI TENTANG 

MEMUTUSKAN : 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 
( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 

c. Bidang Ketahanan Pangan; 

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

Bagian Ketiga 
F'ungsi 
Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Dinas mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pertanian dan pangan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di 

bidang pertanian dan pangan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian dan 

pangan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pertanian dan pangan; 
f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian clan 

pangan;dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di 

bidang pertanian dan pangan. 

Bagian Kedua 
Tu gas 
Pasal3 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi 
kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 
( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 clan Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan 

Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 
pertariian dan pangan di Daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang 
pertanian dan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan 
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan di bidang pertanian dan pangan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang 
telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi 
di bi dang pertanian dan pangan sesuai dengan keten tuan 
perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja; 

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi 
teknis berkaitan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan; 

1. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu 
pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran 
dan penggunaan pupuk di wilayah Daerah guna menjamin 
ketersediaan pupuk dan pestisida dalam rarigka dan mendukung 
peningkatan usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, 

<S 

BAB IV 
RINCIAN TUGAS 

(2) Bagian Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

e. Bidang Perkebunan; 
f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
g. Bidang Sarana dan Prasarana; 
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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clan perke bunan; 

J. melaksanakan pengkajian teknologi bidang tanaman 
pangan,hortikultura, peternakan, dan perkebunan dalam 
rangka memperoleh jenis-jeriis unggul yang siap bersaing dan 
melindungi atau mempertahankan plasma nutfah/jenis unggul 
lokal; 

k. membina dan mengendalikan kegiatan optimalisasi, pengelolaan, 
pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi, dan penatausahaan lahan 
dan hasil, beserta pengolahan clan pemasaran hasil tanaman 
pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan; 

l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan sarana 
prasarana dalam hal penggunaan alat dan mesin 
pertanian, peternakan, dan perkebunan agar sesuai standar mutu 
dan kebutuhan lokal dengan melakukan identifikasi dan 
inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian; 

m. merumuskan kebijakan penggunaan benih agar sesuai dengan 
standar mutu benih melalui pengembangan sistem informasi 
perbenihan dan pengujian serta penyebarluasan benih 
varietas unggul; 

n. melaksanakan bimbingan kepada rnasyarakat petani tentang 
teknologi pertanian, lembaga keuarigan agribi sni s guna 
lebih memberdayakan lembaga tersebut dan membantu 
meningkatkan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan, dan perkebunan di Daerah; 

o. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta 
pengawasan izm usaha bidang tanaman pangan, 
hortikultura, peternakan, dan perkebunan di Daerah dalam 
rangka mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan; 

p. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu 
tanamanpangan, hortikultura, perkebunan dan hama/penyakit 
ternak, dengan penerapan teknologi terpadu yang berorientasi 
pada kualitas hasil serta kelestarian daya dukung lingkungan; 

q. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola 
tanam dan pola sebar benih, penanganan panen, pasca panen 
dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan, dan perkebunan dengan penerapan teknologi 
dan standar unit pengolahan, alat transportasi, serta unit 
penyimpanan dalam rangka meningkatkan mutu 
hasil tanarnan pangan, hortikultura, peternakan, dan 
perkebunan; 

r. menyusun kebijakan ketahanan pangan dan program 
penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan 
programa penyuluhan provinsi dan nasional; 

s. merigoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan dan 
dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat; 

t. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan 
pertemuan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Daerah, provinsi, 
maupun nasional; 

u. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja 
sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluha n, 
kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana 
dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan 
penyuluhan; 
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(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas mempunyai rincian 
tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan 

Sekretariat berdasarkan peraturan perundang- 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pirnpirian melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; ~ 

(2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 
dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan, pengendalian,pengelolaan dan 
fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, 
pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 

kesekretariatan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; 

dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

( 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

z. melaksanakan tu gas kedinasan lain dari pim pin an se suar 
dengan tugas dan fungsi Dinas. 

pertimbangan kepada 
tertulis berdasarkan kajian 

serta untuk menghindari 

v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan 
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi: 

x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pernber'ian 
penghargaan dan sanksi; 

y. menyarnpaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyimpangan; dan 
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tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi 
umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan 
dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai 
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja 
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen 
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ}, Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP}, Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP}, Pengendalian Operasional 
Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan 
keten tuan yang berlaku; 

J. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi urnum, 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebcrsihan 
dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, 
serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan 
tamu Dinas; 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang 
dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan 
formasi kebutuhan pegawai Dinas; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar 
terwujud pelayanan prima; 

o. rnelaksanakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan 
6 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
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(1) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian dipirnpin oleh Kepala 
Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 
pengelolaan dan pernberian birnbingan di bidang 
administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, 
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, 
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis 
jabatan dan budaya kerja. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Sub bagian Um um clan Kepegawaian mempunyai 
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Pasal 9 

Pasal 8 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 5 

ayat (1) huruf b, terdiri atas 1 sub bagian dan kelornpok jabatan 
fungsional yang terbagi atas dua sub koordinator; 

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sub 
bagian Umum dan Kepegawaian; 

(3) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
b. Sub Koordinator Keuangan. 

(4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(6) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

pertim bangan kepada 
tertulis berdasarkan kajian 
serta untuk menghindari 

r. menyampaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyimpangan; clan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

kegiatan kepada atasan 
pengam bilan ke bij akan 

q. menyusun laporan pelaksanaan 
sebagai bahan evaluasi dan 
beriku tnya; 

kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pericapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
keten tuan dalam rangka peningkatan karir, pem berian 
penghargaan dan sanksi; 
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6 

1. merencanakan, memproses clan melaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta 
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset 
tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan; 

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka 
pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk ter tib 
administrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap 
agar dapat digunakan optimal; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun Japoran bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 
memelihara file j dokumen kepegawaian seluruh pegawai 
Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, 
rnutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan 
kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), 

serta 

menyurat, 
kehumasan, 

g.melaksanakan layanan kegiatan surat 
perlengkapan, ketatalaksanaan, 
dokumentasi, perpustakaan, kear sipan, 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap; 

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban 
kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan 
masyarakat, standar pelayarian serta pengusulan formasi 
kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang- un dangan; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, masukan, serta dalam rarigka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya 
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub bagian Umum 

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

10 



kegiatan di bidang 

6 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan 

ketahanan pangan; 

Bagian Ketiga 

Bidang Ketahanan Pangan 
Pasal 10 

( 1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
ketahanan pangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan Ian.car serta untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan 
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian 
lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akornodasi, dan protokoler dalam 
kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu 
Dinas; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta 
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman; 

p. mengoordinasikan bahan sosialisasi program pertanian 
dan pangan dalam rangka partisipasi pameran/ promosi 
pertanian; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan Sub bagian Umum dan 
Kepegawaian; 

r. melaksanakan pemantauan clan evaluasi kegiatan Sub bagian 
Umum d an Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut 

s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan 
sanksi; 

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 
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m. menyiapkan penyediaan data informasi pasokan dan harga 
pangan serta pengembangan jaringan pasar; 

n. menyiapkan pelaksanaan komuriikasi, informasi dan edukasi 
penganekaragaman konsumsi pangan; 

pangan; 

g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan 
pangan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan; 

h. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang ketahanan pangan; 

i. mengoordinasikan dalam bidang ketersediaan pangan dan 
penanganan daerah rawan pangan; 

j. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan 
pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan 
dan harga pangan; 

k. mengoordinasikan pengelolaan cadangan pangan pemerintah 
kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah (CPPD); 

I. menyiapkan rumusan kebijakan harga minimum pangan 
lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 
Provinsi; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 
ketahanan pangan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
ketahanan pangan; 

e. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan kegiatan di bidang 
ketahanan pangan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang ketahanan pangan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Pangan 
mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 
ketahanan pangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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Bagian Keempat 
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal 12 
( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
se bagaimana tercan tum dalam Lam piran II 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
b. Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan; 
c. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Ketahanan Pangan. 

(4) Sub koordinator 
mempunyai tugas 
yang meru pakan 
Bupati ini. 

(1) Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 

Pasal 11 

pertimbangan kepada 
tertulis berdasarkan kajian 
serta untuk menghindari 

r. kepada 
dan 

menyusun la po ran pelaksanaan kegiatan 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyimpangan; dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

t. 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pernberian 
penghargaan dan sanksi; 

penganekaragaman konsumsi dan 
sektor di bidang 

keamanan pangan; 
lintas koordinasi o. melaksanakan 
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teknologi g. melaksanakan adopsi dan pemanfaatan 
pertanian sesuai peraturan perundang-undangan; 

h. melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan produksi 
tanaman pangan dan hortikultura; 

1. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen, 
dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura dengan penerapan teknologi dan standar 
unit pengolahan, serta unit penyimpanan dalam rangka 
peningkatan mutu hasil; 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan 
hortikul tura. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bidang Tanaman Pangan clan Hortikultura mempunyai 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan 
dan hortikultura; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 
tanaman pangan dan hortikultura; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 
tanaman pangan dan hortikul tura; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tanaman 
pangan dan hortikultura; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
tanaman pangan dan hortikultura; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tanaman Pangan 
dan Hortikultura mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tanaman 

Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan perundang- 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mem berikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan peruridang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan tanaman pangan 
dan hortikultura; 
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Bagian Kelima 

Bidang Perkeburian 
Pasal 14 

(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Din as. 

(2) Kepala Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

6 

( 1) Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub 
koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Sub Koordinator Tanaman Pangan; 
b. Sub Koordinator Holtikultura; 
c. Sub Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin 

Tanaman Pangan dan Holtikultura. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Tanaman Pangan dan Holtikultura. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Pasal 13 

J. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan 
pengembangan tanaman pangan, hortikultura, 
perlindungan tanaman, usaha, alat dan mesin; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

1. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai clan perilaku kerja sesuai 
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 
penghargaan dan sanksi; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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usaha, clan i. melaksanakan penanggulangan gangguan 
pencegahan kebakaran di bidang perkebunan; 

J. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan 
pemasaran hasil di bi dang perke bu nan; 

k. menyiapkan konsep pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis 

6 

h. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan harna 
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak 
perubahan iklim di bidang perkebunan; 

perundang 
bahan atau 

e. menelaah dan mengkaji peraturan 
undangan sesuai lingkup tugasnya se bagai 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas clan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan; 

g. menyusun kebijakan produksi, usaha, pengolahan hasil, 
pemasaran, perlindungan, alat dan mesin bidang 
perkebunan; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

perkebunan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 
perkebunan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
perkebunan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
perkebunan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang perkebunan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) clan ayat (3), Kepala Bidang Perkebunan 
mempunyai rincian tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpman melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

evaluasi, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan. 
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Bagian Keenam 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Pasal 16 
(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

6 

(1) Susunan Organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud 
pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional 
yang terbagi atas tiga sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Sub Koordinator Produksi Perkebunan; 
b. Sub Koordinator Usaha, Pengolahan Basil dan Pemasaran; 
c. Sub Koordinator Perlindungan, Alat dan Mesin 

Perkebunan. 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Perkebunan. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 15 

pertimbangan kepada 
tertulis berdasarkan kaj ian 
serta untuk menghindari 

kepada 
dan 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyim pangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

di bidang perke bunan; 

1. menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan dan 
konservasi lahan marjinal di bidang perkebunan; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Bidang Perkebunan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan 
sanksi; 
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peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan peternakan dan 
kesehatan hewan; 

g. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan; 
h. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan 

benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan 
pakan ternak; 

1. melakukan pemberian bimbingan penerapan 
peningkatan produksi ternak; 

J. melakukan pengendalian penyakit hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 

k. melakukan pengawasan peredaran dan pengunaan serta 

dan program kegiatan Bidang 
Kesehatan Hewan berdasarkan 

rencana 
dan 

a. menyusun 
Peternakan 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas: 

kegiatan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
peternakan dan kesehatan hewan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di 
bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan clan 
kesehatan hewan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan 

kesehatan hewan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peternakan dan 

kesehatan hewan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 

peternakan clan kesehatan hewan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan peternakan dan 

kesehatan hewan; 

18 



6 

(1) Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub 
koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Sub Koordinator Produksi Peternakan; 
b. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner; 
c. Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
irn. 

Pasal 17 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

pertimbangan kepada 
tertulis berdasarkan kajian 
serta untuk menghindari 

kepada 
dan 

n. melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

o. melakukan pemberian bimbingan pascapanen, 
pengolahan dan pemasaran basil di bidang 
peternakan; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 
penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyimpangan; dan 

hewan; 

persyaratan teknis 
dan kesejahteraan veteriner 

sertifikasi 

melakukan pengawasan pemasukan dan penge1uaran hewan, 
dan produk hewan; 

m. melakukan pelaksanaan 
kesehatan masyarakat 

l. 

sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, 
dan obat hewan; 
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prasarana; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang sarana dan prasarana. 

(4) Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Saran a dan 
Prasarana mempunyai rincian tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Sarana 

dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pirnpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam 
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep ke bijakan Kepala Dinas dan naskah 
dinas yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan 

sarana dan 

kegiatan sarana c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
dan prasarana; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan 
prasarana; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan 
prasarana; dan 

( 1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang sarana dan prasarana. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang sarana dan 

prasarana; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan sarana dan 

prasarana; 

Bagian Ketujuh 
Bidang Sa.raria dan Prasarana 

Pasal 18 

20 



6 

(1) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana 
dimaksud pasal 5 ayat ( 1) huruf g, terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida clan Pembiayaan; 
b. Sub Koordinator Lahan; 
c. Sub Koordinator Irigasi. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Sarana dan Prasarana. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Pasal 19 

pertirnbangan kepada 
tertulis berdasarkan kajian 
serta untuk menghindari 

o. menyampaikan saran dan 
pimpinan baik lisan maupun 
agar kegiatan berjalan lancar 
penyim pangan; clan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

pertariian; 

k. melakukan pemberian fasilitasi investasi pertanian; 
I. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai 
ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 
penghargaan dan sanksi; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 

pembiayaan bimbingan pemberian 
pestisida; 

J. melakukan 

infrastruktur dukungan penyediaan g. melakukan 
pertanian; 

h. melakukan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan 
Lahan pertanian; 

1. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, 
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(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya secara 
individu dan/ atau berkelompok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal 
dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang 
kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau dari 
luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal 
dari unit organisasi pemilik kinerja. 

Pasal22 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas 
tambahan sebagai Sub Koordinator yang dalam menjalan kan 
fungsi dan tugasnya bekerja secara individu dan/ a tau tim kerja. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai Iungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, 
Kepala Bidang dan Sekretaris yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat 
Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. 

(4) .Jurnlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal20 

Urn um 

Bagian Kesatu 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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( 1) Pad a unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator untuk 
pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 

Pasal25 

( 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pad a 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pernerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah 
sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan unit 
organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin 
dan mengoordinasikan bawahan masing-rnasing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan 
unit organisasi beserta bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal24 

Pasal23 

( 1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan 
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta 
laporan kepada pejabat fungsional clan/ atau Ketua Tim di 
lingkungan unit kerjanya. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 
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(1) Untuk menunjang tugas clan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub 
Koordinator yang berasal dari Pejabat Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d itunjuk 
oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional 
sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. 

Pasal 29 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

( 1 J Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil 
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun 
berdasarkan prioritas kebutuhan. 

Pasal 28 

Pasal 27 

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal26 

BAB VII 

KEPEGA WAIAN 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional yang 
ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dan 
Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, rnaka sekaligus 
melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator pada unit 
kerjanya masing-masing. 
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(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ~ 

Pasal 35 

Pasal33 

(1) Sub Koordinator rnempunyai tugas membantu Sekretaris dan 
Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud ayat ( 1) 
Sub Koordinator mempunyai tu gas mengoordiriasikan 
pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang 
tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian kinerja 
terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional sesuai bidang 
tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal32 

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 31 

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 dan Pasal 24 disamping memperhatikan kesesuaian bidang 
tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan 
administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, 
pengalaman penugasan, integritas dan rnoralitas serta persyaratan 
obyektif lainnya. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala Dinas 
menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan berasal dari 
Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat pejabat 
fungsicnal, maka Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Senior 
sebagai Sub Koordinator berdasarkan kompetensi yang 
dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator yang 
berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Kepala Dinas 
mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat 
daerah yang menangani kepegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris 
Dae rah. 
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(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rriaka Pejabat 
Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas clan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas 
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas 
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan penyetaraan 

jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka 
penyederhanaan struktur organisasi, melaksanakan tugas 
dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan penyetaraan 
ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas dan 
fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan yang 
bersangkutan ke dalam Pejabat Fungsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksana 
di bawah Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan penyetaraan 
ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap 
melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang 
bersangku tan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksana 
di bawah Pejabat Pengawas yang akan dilakukan penyetaraan 
ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati iru, 
melaksanakan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat 

Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan struktur 
organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

b. Dalarn hal telah dilakukan penyederhanaan struktur 
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub 
Koordinator. 

Pasal35 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

(4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

NUR~.,MH 
Peml51ria-Tl<. I 

NIP. 19700215 199003 1 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 90 

MOH TOHA 

-Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacra h 
Kabupaten Kendal. 

Pasal 37 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal36 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Bupati Kendal 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian da n 
Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 63 Seri D No. 15) sebagaimana d iu ba h 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bu pa ti 
Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dina s 
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian H ukum 

t;UR~.,MH 
Pembina Tk. I 

NIP. 19700215 199003 1 006 

DICO M GANINDUTO 

Cap ttd 

BUPATI KENDAL, 

KEPALA DINAS 

I SEKRETARIAT 

Kelompok Jabatan 
Fungsional l 

I 
I I I l l l I Subbagian Kelompol< .Jabat au 

l I I I l I I Umumdan Funnsional 
Kepegawaian I I I I I I - 

I I I 

I l I I l 
Bidang Bi dang Bidang Bi dang Bidang 
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1. Sekretariat 
1.1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan pada Sub Koordinator 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 
tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program 
kegiatan dari masing-masing Sub Koordinator dan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta 
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan .Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 
(Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis 
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

J. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub 
Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta menghimpun dan 
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing Sub Koordinator 
clan UPTD; 

k. menghirnpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi 
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dan bimbingan tcknis di 
keuangan clan 

sosialisasi, 
pengelola 

menyiapkan bahan pembinaan, 
bidang keuangan kepada pejabat 

j. 

bahan dan mengoordinasikan proses administrasi 
melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

menyiapkan 
keuangan 
keuangan 

1. 

1.2. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Keuangan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabar kan perintah pimpinan melalui perigkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta 
memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah clan mengkaji peraturan perunclang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan clan sararia administrasi keuangan dalarn 
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan; 

h. menghimpun clan memproses usulan pencairan anggaran baik di 
lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keter angan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian 
bimbingan di bidang sistem informasi dinas; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada Sub Koordinator 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelapor an dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 

pelaksanaan kegiatan dari masing- masing Sub Koordinator dan UPTD 
sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan 
(POK); 
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bidang ketersediaan dan di pengkajian 

bidang ketersediaan dan 

guna 

Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
clan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 
tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan koordinasi di 
kerawanan pangan; 

g. menyiapkan bahan 
kerawanan pangan; 

h. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan; 

2.1. 

2. Bidang Ketahanan Pangan 

bendahara di lingkungan Dinas; 
k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan 

cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan 
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

1. melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen pertanggungjawaban 
keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta 
memberikan koreksi penyempurnaan; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 
Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan 
atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 
(SOP) kegiatan Sub Koordinator Keuangan: 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator 
Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik Jisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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2.2. Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Distribusi dan 

Cadangan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
clan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi clan konsultasi dengan instansiterkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan , 
serta dalam rangka sinkronisasi clan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi 
pangan; 

g. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan dan usaha distribusi 
pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; 
1. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat 

produsen dan konsumen untuk panel harga; 
J. menyiapkan bahan pen eta pan harga minimum pangan lokal sesuai 

6 

1. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; 

J. melaksanakan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah; 
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian penyediaan 

infrastruktur pangan; 
1. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan 

Makanan (NBM); 
m. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan 

(PPH) ketersediaan pangan; 
n. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi 

ketersediaan pangan; 
o. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka 

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 
p. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan 

tingkat desa dan kelurahan; 
q. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan 

dan gizi; 
r. menyia.pkan bahan intervensi daerah rawan pangan; 
s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
un tuk menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan 
peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian perrnasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansiterkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksariaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per kapita per 
tahun; 

g. menyiapkari bahan penghitungan tingkat korisumsi energi dan protein 
masyarakat per kapita per tahun; 

h. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat 
konsumsi; 

1. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; 
J. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang 

beredar; 
k. menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi jaminan keamanan pangan 

segar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
1. menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD); 
m. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan 

pangan; 
n. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragarn, Bergizi, 

Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; 
o. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras 

mempunyai tugas: 
2.3. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dengan ketentuan yang berlaku; 
k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah (CPPD) meliputi pangan pokok dan pangan pokok 
lokal; 

1. melakukan penyiapan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
(CPPD); 

m. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan 
pangan masyarakat untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 
(SOP) kegiatan pada Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub 
Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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evaluasi pelaksanaan kegiatan 
6 

dan pemantauan n. melaksanakan 

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 
3.1. Sub Koordinator Tanaman Pangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Tanaman 
Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan; 
g. menyiapkan bahan bahan rencana tanam dan produksi di bidang 

tanaman pangan; 
h. menyusun program dan pembinaan dalam peningkatan mutu 

dan produksi di bidang tanaman pangan; 
1. melakukan bimbingan perierapan teknologi budidaya dan pasca panen di 

bidang tanaman pangan; 
J. melaksanakan pengkajian, pengembangan, bimbingan analisa usaha 

tani bidang tanaman pangan; 
k. melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, benih tanaman pangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
l. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia 

kelompok tani di bidang tanaman pangan; 
m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan demi perbaikan kualitas 
pelayanan publik; 

dan non terigu; 
p. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan 

pangan keluarga; 
q. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, 

dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis 
sumber daya lokal; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 
(SOP) kegiatan pada Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan 
Keamanan Pangan demi perbaikan kualitas pelayarian publik; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka 
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud 
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 
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3.2. Sub Koordinator Hortikultura mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Hortikultura berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabar kan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan 
efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan scsuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

f. meriyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, 
dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang hortikultura; 
h. menyiapkan bahan rencana tanam dan prcduksi di bidang hortikultura; 
1. menyusun program clan pembinaan dalam peningkatan mutu 

dan produksi di bidang hortikultura; 
J. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen di 

bidang hortikultura; 
k. melaksanakan pengkajian, pengembangan, bimbingan analisa usaha tani 

bidang hortikultura; 
l. melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, benih hortikultura 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia 

kelompok tani di bidang hortikultura; 
n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 

{SOP) kegiatan Sub Koordinator Hortikultura demi perbaikan kualitas 
pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Sub Koordinator Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian program 
kerja yang telah disusun untuk bahan laporari dan kebijakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 

tanaman pangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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